
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (NON 

PMA) BERKAITAN DENGAN PENERAPAN 

OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

oleh: 

Marta Sri Wahjuni



Peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pendirian Perseroan Terbatas (“PT”)

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara  Pengajuan dan Pemakaian

Nama Perseroan Terbatas;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan 

Terbatas;
4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2017”);

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik. 



GAMBARAN  UMUM:

TERINTEGRASI

(integrated)

NOTARIS

DITJEN AHU 
MENKUMHAM

DITJEND 
PAJAK

BKPM Selaku 
Lembaga OSS

AKUN DITJEN AHU 
ONLINE

AKUN YAP (BNI 46)

AKUN BNTBN



DEFINISI PT

Perseroan Terbatas  adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan 

pelaksanaannya. (Pasal 1 UU PT)

PT dirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam 
bahasa Indonesia. (Pasal 7 UU PT)



1. Persiapan;

2. Penandatanganan Akta Pendirian;

3. Penerbitan Surat Keputusan Menkumham tentang Pengesahan 
Badan Hukum PT;

4. Pengumuman Pendirian PT dalam Berita Negara Republik 
(“BNRI”) Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia (“TBNRI”);  (Pendirian PT selesai sampai di tahap 4 ini)

5. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan perizinan lainnya 
melalui lembaga OSS. 

TAHAPAN PENDIRIAN PT 



1. Pengecekan Nama PT melalui akun Ditjen AHU Online
 Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2011, nama PT yang diajukan 
 harus memenuhi syarat-syarat sbb:

➢ menggunakan huruf latin dan bahasa Indonesia;
➢ belum dipakai oleh PT lain;
➢ tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
➢ tidak sama atau mirip dengan lembaga negara/pemerintah/ 
     internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga ybs;
➢ tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian 

huruf yg tidak membentuk kata;

  

TAHAP PERSIAPAN



➢   tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum atau

 persekutuan perdata;

➢ tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan 

 usaha sebagai nama perseroan;

➢ sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

           perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

 perseroan akan digunakan sebagai bagian dari nama  

 perseroan. 



1. Login ke akun Ditjen AHU;

2. Beli voucher untuk Pesan Nama dan Pendirian;

3. Bayar melalui akun YAP BNI 46;

4. Kembali Login ke akun Ditjen AHU untuk melakukan pengecekan 
nama PT dan untuk memperoleh Persetujuan Menteri untuk 
pemakaian nama yang diajukan.

➢NOTE: dalam jangka waktu 2 bulan nama PT yg telah mendapat

 Persetujuan Menteri harus digunakan!

Bagaimana cara melakukan 
pengecekan nama PT?



2.  Menentukan Jumlah Modal Dasar PT 
➢   Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2016 besarnya modal dasar PT 

 ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT;
➢ minimal 25% dari Modal Dasar wajib disetor pada saat pendirian PT;
➢ Berdasarkan Permenkumham No. 1 Tahun 2016, bukti setor dapat berupa: 
 - fotokopi slip setoran;

 - fotokopi surat keterangan Bank atas nama perseroan;
 - rekening bersama atas nama para pendiri;
 - neraca laba rugi;
 - asli surat pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani
 oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua 
 anggota Dewan Komisaris perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.

 NOTE: dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal SK Menkumham, Notaris
 wajib mengupload bukti setor modal melalui akun DITJEN AHU ONLINE

 



3. Menentukan Persentase Kepemilikan Saham
 Para pendiri PT wajib menentukan persentase kepemilikan saham
 serta nilai nominal setiap saham berdasarkan kesepakatan.
4. Menentukan Kegiatan Usaha PT
 Berkaitan dengan kegiatan usaha PT, sejak diberlakukannya OSS , 
 maka kegiatan usaha PT WAJIB ditentukan berdasarkan KBLI 2017, 
 dengan ketentuan sbb: 
•pilih sub kategori yang 5 digit;
•boleh lebih dari 1 kegiatan usaha. 

NOTE: WAJIB DIPERHATIKAN ADA 14 KBLI SINGLE PURPOSE & 16 KBLI
 TERINTEGRASI

 



5. Menentukan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan
 Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
➢ Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT (minimal 1 orang 
      Direktur dan 1 orang Komisaris); 
➢ Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris (biasanya 
       3 tahun atau 5 tahun).

6. Alamat Lengkap Tempat Kedudukan PT
    Alamat lengkap tempat kedudukan PT termasuk RT, RW, Kelurahan, 
 Kecamatan, Kabupaten/Kota, Kode Pos dan nomor telepon PT.
7. Dokumen dan Data Pendukung Para Pendiri
 - KTP, KK dan NPWP;
 - Alamat email;
 - nomor HP  



1. Penyusunan Konsep (draft) Akta Pendirian PT
 Berdasarkan data serta dokumen pendukung yang telah diperoleh dalam Tahap 
 Persiapan yg telah diuraikan di atas, maka Notaris membantu para pendiri untuk 
 menyusun konsep Akta Pendirian PT yang memuat Anggaran Dasar PT dan 
 keterangan lain yg berkaitan dengan pendirian PT.
 Anggaran Dasar PT memuat sekurang-kurangnya  (Pasal 15 UU PT):
 a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
 b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 c.  jangka waktu berdirinya perseroan;
 d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
      

TAHAP
PENANDATANGANAN AKTA PENDIRIAN PT



e. jumlah saham, klasifikasi saham dan nilai nominal saham;

 f.  nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan 

 Komisaris;

    g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

 h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota

 Direksi dan Dewan Komisaris;

 i.  tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

2. Penandatanganan Akta Pendirian PT di hadapan Notaris

 Setelah para pendiri PT membaca dengan cermat dan telah saling

 menyetujui dan sepakat dengan isi Akta Pendirian PT, maka para  

 pendiri atau kuasanya dapat menandatangani Akta Pendirian PT dalam bentuk

 akta notariil di hadapan Notaris.



1. Notaris membuat salinan Akta Pendirian;
2. Login ke dalam DITJEN AHU ONLINE;
3. Input Data: PT, para pendiri/pemegang saham dan anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris;
4. Upload softcopy salinan Akta Pendirian dalam bentuk pdf;
5. Mencetak SK Menkumham yang merupakan pengesahan PT sebagai badan hukum;
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 dan 4 Permenkumham RI Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan 
Persetujuan Perubahan Anggaran dasar serta Penyampaian Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, maka Notaris 
dapat mencetak SK Menkumham di atas kertas berwarna putih ukuran F4/folio 
dengan berat 80 gram, serta SK Menkumham tsb wajib ditandatangani dan 
dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan 
“Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH.”

Tahap Penerbitan Surat Keputusan Menkumham 



➢Dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal SK Menkumham, 
maka pendirian suatu PT harus diumumkan dalam Berita Negara 
Republik (“BNRI”) Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia (“TBNRI”) untuk memenuhi asas publisitas;

➢Notaris Login ke dalam akun BNTBN ONLINE (www.beritanegara.co.id);

➢Mengajukan permohonan untuk pengumuman;

➢Membayar pnbp ke bank persepsi;

➢Mencetak Sertipikat TBNRI yang memuat nomor BNRI dan TBNRI.

Tahap Pengumuman Pendirian PT







1. Membuat email PT yang telah memperoleh SK Menkumham;

2. Membuat akun OSS dengan cara mendaftar melalui website 
Lembaga OSS : https://oss.go.id dengan menggunakan identitas 
salah satu pendiri PT atau bisa juga dengan menggunakan 
identitas salah satu anggota Direksi atau Dewan Komisaris PT.

Tahap Penerbitan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) 
dan perizinan lainnya melalui lembaga OSS. 

https://oss.go.id/


































Terima kasih
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